KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-13/PJ/2022
TENTANG

TATA CARA PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI
REKANAN YANG TERGABUNG DALAM SISTEM INFORMASI PENGADAAN

Menimbang

Mengingat

a.

PEMERINTAH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan
kemudahan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan
Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang
Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan
Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi
Pengadaan Pemerintah, perlu diatur mengenai pelaporan
pajak pertambahan nilai bagi rekanan yang melakukan
penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak
dalam sistem informasi pengadaan pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Rekanan yang
Tergabung dalam  Sistem  Informasi Pengadaan
Pemerintah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang



Menetapkan

2.

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022
tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak
dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau
Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas
Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui
Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 358);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA
CARA PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH BAGI REKANAN YANG TERGABUNG DALAM SISTEM
INFORMASI PENGADAAN PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah yang selanjutnya
disebut Sistem Informasi Pengadaan adalah sistem informasi
yang digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi
pengadaan barang dan/atau jasa instansi pemerintah
melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem
elektronik.

Rekanan adalah pengusaha yang menyediakan barang
dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan.

Pihak Lain adalah marketplace pengadaan atau ritel daring
pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi
transaksi antarpihak yang bertransaksi melalui Sistem
Informasi Pengadaan, yang telah ditetapkan oleh kepala
lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan
merumuskan kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa

pemerintah atau yang telah ditetapkan oleh pejabat instansi



(1)

(2)

(3)

3

pemerintah yang bertugas untuk membuat pedoman

pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 2

Pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah yang terutang atas
penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak
oleh Rekanan dalam Sistem Informasi Pengadaan wajib
dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pihak Lain.

Rekanan wajib melaporkan pajak pertambahan nilai atau
pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah yang terutang atas penyerahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam surat pemberitahuan masa
pajak pertambahan nilai pada kolom penyerahan yang pajak
pertambahan nilainya dipungut oleh pemungut pajak
pertambahan nilai.

Pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut oleh
Pihak Lain tidak perlu dilaporkan oleh Rekanan yang
merupakan pengusaha kecil berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.



Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2022
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK




